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Pendahuluan

• Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilu
yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan
berpendapat dan kebebasan berserikat, mencerminkan partisipasi dan aspirasi
masyarakat (Budiardjo, 2015).

• Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu paling besar dan rumit yang 
diselenggarakan di Indonesia. Pasalnya, di tahun 2024 nanti akan
diselenggarakan pemilu dan pemlilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun yang 
sama. 

• Melihat pentingnya Pemilu 2024 maka penyelenggara pemilu diharapkan dapat
meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
Serentak 2024. 

• Salah satu upaya dalam memperkuat integritas Pemilu dan Pilkada 2024, yaitu
perlunya mendorong optimalisasi keterbukaan data pemilu (open election data). 



Prinsip-Prinsip Open Election Data

Terdapat sembilan prinsip yang ditetapkan oleh Open Election Data 
Initiative National Democratic Institute (NDI-OEDI, 2015) untuk data 
terbuka: 

1. Tepat waktu, artinya tersedia secepat yang diperlukan agar berguna; 

2. Granular, artinya tersedia pada tingkat detail yang paling memuaskan; 

3. Tersedia gratis di internet, artinya tersedia tanpa batasan moneter; 

4. Lengkap dan in bulk, artinya tersedia secara keseluruhan, tanpa
penghilangan; 

5. Dapat dianalisis, artinya tersedia dalam format digital yang dapat
dibaca mesin yang dapat dengan mudah dianalisis; 



6. Non-proprietary, artinya dalam format di mana tidak ada
entitas yang memiliki kendali eksklusif; 

7. Non-diskriminatif, artinya tersedia untuk setiap individu atau
organisasi tanpa batasan; 

8. Bebas lisensi, artinya terbuka untuk digunakan kembali dan
didistribusikan kembali untuk tujuan apa pun; dan

9. Tersedia secara permanen, artinya tersedia melalui lokasi
internet yang stabil untuk jangka waktu tidak terbatas



Kategori Data Pemilu

1. Kerangka hukum data pemilu; 

2. Data daerah pemilihan; 

3. Data administrasi badan penyelenggara pemilu (bpp); 

4. Data keputusan, resolusi, dan berita acara penyelenggara
pemilu; 

5. Data keamanan pemilu; 

6. Data pendaftaran partai politik; 

7. Data kualifikasi surat suara; 

8. Data kampanye pemilu; 



9. Data dana kampanye; 

10. Data pendaftaran pemilih; 

11. Data daftar pemilih;

12. Data pendidikan pemilih; 

13. Data tempat pemungutan suara; 

14. Data hasil pemilu; 

15. Data e-voting dan penghitungan suara; dan

16. Data pemilu, pengaduan, sengketa, dan penyelesaian



Temuan Kajian Akhir Tahun TII

Kajian akhir tahun 2022 ini mencoba melihat perkembangan implementasi
kebijakan data pemilu terbuka yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu,
khususnya KPU. Kajian ini dilakukan berdasarkan temuan penelitian TII
yang didukung oleh Perludem dan Respect Program - The United States
Agency for International Development (USAID) tahun 2021, serta studi-
studi lainnya yang relevan.

Selanjutnya, kajian akhir tahun 2022 ini dilakukan dengan melakukan
pemantauan terhadap portal KPU dan juga memperhatikan tahapan Pemilu
tahun 2024 yang pada saat kajian ini dilakukan telah masuk dalam tahap
pendaftaran dan verifikasi partai politik melalui aplikasi Sistem Informasi
Partai Politik (Sipol). Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, ada
beberapa kemajuan yang telah dilakukan oleh KPU sebagai berikut:



Portal Open Data KPU

• Situs https://opendata.kpu.go.id/ ,telah diluncurkan oleh KPU
sejak 29 September 2021 yang lalu. Portal open data KPU
menyediakan data kepemiluan dalam bentuk API (application
programming interface) serta format lain, seperti json, csv, doc,
xls, dan pdf.

• Berdasarkan pantauan situs open data KPU hingga 14 Oktober
2022, terdapat 155 dataset yang terdiri 342 file data dari 10 topik,
seperti data daerah pemilihan; pencalonan; logistik; partai politik;
partisipasi dan sosialisasi; penghitungan dan penetapan suara;
daftar pemilih; Sumber Daya Manusia (SDM), serta perselisihan
hasil pemilu. Upaya KPU ini perlu diapresiasi sebagai komitmen
untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemilu.



Portal Open Data KPU

• Di sisi lain, pemantauan TII juga menemukan bahwa masih ada beberapa
kategori data yang masih belum tersedia di portal open data KPU. Beberapa
diantaranya adalah terkait kerangka hukum, berita acara penyelenggara pemilu, 
kampanye, laporan dana kampanye, data pengamanan pemilu, kualifikasi surat
suara, data pendaftaran partai politik, dan data tempat pemungutan suara. 

• Data-data yang belum tersedia di portal open data KPU masih tersebar di sistem
informasi yang dibuat oleh KPU, seperti Sidalih (Sistem Informasi Daftar
Pemilih), Silon (Sistem Informasi Pencalonan), Sipol (Sistem Informasi Partai
Politik), Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi), dan lain-lain. 

• Sistem informasi ini dapat di akses melalui portal KPU seperti
https://www.kpu.go.id/ dan https://infopemilu.kpu.go.id/. Selain itu, data-
data  lainnya juga tersedia di portal https://jdih.kpu.go.id/, maupun melalui
https://ppid.kpu.go.id/. 

• Khusus mengenai data terkait dengan keamanan pemilu tidak terdapat sama
sekali di berbagai portal yang disediakan oleh KPU di atas. 



Penggunaan Sipol

• Dalam penelitian ini, tahapan pemilu masih dalam tahapan pendaftaran dan
verifikasi partai politik. Penyelenggaraan keterbukaan data pada tahap ini
dilakukan penggunaan Sipol. Berdasarkan pemantauan TII, masyarakat sudah
dapat mengakses Sipol di https://infopemilu.kpu.go.id/. Pada laman tersebut, 
masyarakat dapat melihat rekap pendaftaran partai politik nasional dan juga
partai politik lokal Aceh. Pada bagian ini, masyarakat dapat melihat jumlah
partai yang telah diterima pendaftarannya dan jumlah partai yang dikembalikan
untuk dilengkapi lagi syarat pendaftarannya. 

• Selanjutnya, pada bagian lain masyarakat dapat mengetahui detail profil partai, 
yakni nama, lambang, alamat, website, email, nomor rekening, nomor berita
negara dari Kementerian Hukum dan HAM, nomor akta notaris, nomor dan
tanggal anggaran dasar, nama pengurus tingkat pusat dan daerah, jumlah
anggota di seluruh provinsi, serta persentase keterwakilan perempuan. 
Kemudian, di bagian lainnya, masyarakat juga dapat mengecek apakah namanya
dimasukan menjadi anggota pengurus atau tidak, serta masyarakat dapat
memberikan tanggapan terhadap proses yang sedang berjalan. 



Penggunaan Sipol

• Namun, yang masih menjadi catatan adalah dalam laman ini tidak
disediakan informasi terkait visi, misi, dan program partai
tersebut. KPU hanya membuat kolom anggaran dasar dan rumah
tangga yang berisi nomor anggaran dan tanggal anggaran. 

• Selain itu, KPU juga perlu untuk mempertimbangkan pendekatan
lain bagi penyandang disabilitas yang ingin mengakses informasi
dari laman ini. Misalnya dengan memberikan fitur suara yang 
dapat menginformasikan data Sipol kepada penyandang disabilitas
netra, serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang 
fokus pada isu-isu terkait dengan penyandang disabilitas. 

• Walaupun masih terdapat beberapa catatan terkait penyajian
data, secara umum catatan pengamatan dari laporan tahunan TII 
menunjukkan bahwa penerapan Sipol telah mengalami perbaikan. 



Tantangan: Belum Optimalnya Implementasi SPBE 

• Berdasarkan hasil kajian tengah tahun TII yang berjudul “Evaluasi
Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka Mendorong
Penerapan Data Pemilu Terbuka” (2022), mencatat bahwa masih terdapat
berbagai tantangan terkait implementasi PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang
SPBE. SPBE sendiri merupakan bagian dari implementasi satu data dalam
rangka pendukung terwujudnya keterbukaan data di tubuh KPU. 

• Penelitian TII menemukan bahwa minimnya sosialisasi tentang pentingnya
data pemilu terbuka dan SPBE masih menjadi persoalan di internal KPU. 
Minimnya sosialisasi tersebut menyebabkan masih adanya pandangan di 
internal KPU. khususnya di tingkat daerah, bahwa keterbukaan data pemilu
belum penting untuk dijalankan.  Hal ini menjadi persoalan mendasar dan
penting bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk memasifkan
pengetahuan tentang pentingnya data pemilu terbuka. 



Tantangan:Persoalan Keterbatasan SDM  

• Tantangan pelaksanaan open data KPU yaitu, keterbatasan tenaga
pengelola data pada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU. Hal ini
dikarenakan keterbatasan SDM yang terampil dalam teknologi informasi
(TI) di internal KPU. Kurangnya tenaga terampil tersebut dikarenakan
belum adanya peningkatan kapasitas SDM di internal KPU dalam rangka
digitalisasi data pemilu dalam rangka mendukung keterbukaan data
pemilu.

• Peningkatan kapasitas internal KPU baik di pusat maupun daerah
menjadi penting, mengingat KPU sebagai badan penyelenggara
merupakan pelaksana kebijakan data pemilu terbuka. Diharapkan
dengan peningkatan kapasitas SDM di KPU, maka akan ada perubahan
kapasitas dari SDM yang menjadi pelaksana data pemilu terbuka,
sehingga dapat mengimplentasikan kebijakan tersebut sesuai dengan
tujuannya, khususnya dalam meningkatkan partisipasi publik dan
kapabilitas penyelenggara pemilu dalam rangka mendorong pemilu yang
berintegritas di Indonesia.



Tantangan: Persoalan Organisasi

• Organisasi pengelola data di KPU masih terbagi dua. Berdasarkan PKPU Nomor
14 Tahun 2020 tentang “Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Alur Kerja
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU 
Kabupaten/Kota”, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat membawahi
menangani kebutuhan data publik dengan menggunakan data yang dikelola
Pusdatin. Sementara, Pusdatin fokus pada pengelolaan data internal KPU. 

• Terkait data pemilu, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mengelola situs 
web KPU dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU, 
sedangkan Pusdatin menangani data pemilu terbuka. Selanjutnya, untuk di 
tingkat KPU daerah, pengelolaan data publik dilakukan oleh Sub Bagian Teknis
dan Partisipasi, Humas. Sementara, data internal dikelola oleh Sub Bagian
Perencanaan Data dan Informasi. 

• Kondisi ini menyebabkan belum satu pintunya pengelolaan data yang ada di 
KPU. Padahal, seharusnya data tersebut terintegrasi dalam satu data di KPU.



Tantangan: Persoalan Infrastruktur

• Persoalan minimnya infrastruktur masih ditemukan baik dalam
bentuk penyediaan perangkat komputer hingga jaringan internet 
yang kurang merata. Selain itu, terdapat juga persoalan minimnya
perangkat keamanan untuk penyimpanan data. Kondisi ini banyak
ditemui di tingkat daerah. 

• Persoalan ini tentunya bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi
juga mengikutsertakan kementerian dan lembaga negara lainnya
yang seharusnya mendukung penyelesaian persoalan ketimpangan
digital di Indonesia. 



Rekomendasi

1. KPU perlu untuk membuka data-data pemilu yang belum tersedia
daring dan disajikan dalam satu portal. Jika mengacu pada 16 data 
kunci pemilu versi NDI-OEDI, ada beberapa data pemilu Indonesia yang 
belum tersedia daring atau sudah tersedia, tetapi belum sesuai
prinsip-prinsip data pemilu terbuka, seperti ketepatan waktu; 
granularity; discoverability; kelengkapan dalam satu bundel; serta
penerapan lisensi perlu diperbaiki untuk data-data kunci pemilu. Data-
data tersebut juga perlu terintegrasi dalam satu portal, sehingga
memudahkan masyarakat dalam proses pemanfaatannya. 

2. Mendorong KPU untuk meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya
keterbukaan data pemilu dan PKPU Nomor 5 Tahun 2021, baik dalam
lingkungan internal KPU di level pusat maupun daerah, maupun para 
pemangku kepentingan terkait di luar KPU yang juga perlu memahami
mengenai SPBE di KPU ini. 



Rekomendasi

3. Mendorong KPU untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM
agar dapat mendukung implementasi keterbukaan data pemilu.
Dalam hal ini, KPU juga dapat bekerja sama dengan pihak lain,
seperti komunitas IT atau pihak swasta yang relevan,
universitas, serta lembaga masyarakat sipil yang fokus pada isu-
isu pemilu dan demokrasi, maupun open data. Selain itu, perlu
dipastikan juga adanya proses berbagi ilmu pengetahuan antar
pegawai KPU, sehingga rotasi pegawai tidak mejadi faktor
penghambat.

4. Keempat, mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika
untuk melakukan percepatan terkait pemerataan internet untuk
mendukung penerapan data pemilu terbuka dalam rangka
Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang.
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